
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang telah peneliti 

lakukan terkait Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Universitas 

Andalas, peneliti menggunakan teori implementasi dari Edward III yang terdiri 

atas empat indikator yaitu 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) 

struktur birokrasi. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap empat indikator 

implementasi kebijakan Edward III maka di dapatkan gambaran tentang apa yang 

menjadi penyebab kegagalan dan keberhasilan dari keberhasilan dari pelaksanaan 

KIP di Unand.  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dapat 

diperoleh informasi bahwa pelaksanaan dari keterbukaan informasi publik di 

universitas andalas masih belum berjalan dengan optimal. Beberapa hal yang 

menjadi penyebab dari keterbukaan informasi publik di Universitas Andalas 

masih kurang berjalan dengan optimal, diantaranya yaitu pola- pola komunikasi 

yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan masih kurang optimal sehingga 

menjadi penyebab kebijakan tidak tersampaikan secara optimal, dimana sosialisasi 

terkait tentang pelaksanaan UU KIP beserta regulasi turunannya masih bersifat 

umum, sehingga secara operasionalnya masih banyak dari pelaksana kebijakan 

yang belum memahami.  

Kemudian  keterbatasan dari aspek sumber daya, baik itu dari sumber daya 

manusia baik itu sumber daya finansial yang masih belum memadai. Minimnya 



 

 

jumlah SDM dalam pengimplementasian keterbukaan informasi publik di 

lingkungan Universitas Andalas, baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi 

kualitas merupakan salah satu bagian dari kendala yang dialami oleh PPID 

Universitas Andalas. Dilihat berdasarkan segi kualitas, PPID masih belum 

memiliki operator yang memiliki tugas khusus dalam mengelola website PPID 

Unand, yang hingga sampai saat ini website PPID masih dikelola oleh staf bagian 

humas Universitas Andalas, sehingga menyebabkan website PPID belum dapat 

untuk mempublikasi informasi secara lengkap, akurat dan terupdate. 

Sedangkan pada segi kuantitas, operator PPID Universitas Andalas hanya 

memiliki delapan orang personil, dimana personil yang dimiliki juga mempunyai 

tugas lain. Selain Sumber Daya Manusia, sumber daya berupa fasilitas Pendukung 

lainnya juga masih kurang memadai yakni  sumber daya berupa fasilitas 

pendukung lainnya pun tidak kalah penting untuk menunjang kinerja dari PPID di 

dalam mengimplementasikan kebijakan KIP dimana PPID juga berkewajibab 

dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik. Sampai saat 

ini PPID universitas Andalas belum memiliki ruangan kerja tersendiri, ruang kerja 

yang digunakan masih bergabung dengan ruang kerja bagian Humas Unand, 

fasilitas pendukung seprti Computer, Scanner dan pendukung lainnya masih 

menggunakan sarana dan prasarana bagian Humas. Meskipun dari segi anggaran 

Unand telah menganggarkan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik, 

tetapi insentif untuk para pelaksana kebijakan belum ada anggaran yang 

disediakan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada sikap dari para pelaksana 

dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan demikian dilihat dari variabel 



 

 

pada indikator sumber daya, penyebab dari kegagalan implementasi lebih 

dominan. 

Sedangkan pada variabel disposisi, implementor cenderung bersikap tidak 

peduli terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik. Dari hasil olahan data, 

peneliti dapat simpulkan bahwa terdapat faktor penentu kesuksesan dan kegagalan 

dalam Implementasi KIP di Unand.   

Rektor Unand telah menunjukan perhatian yang serius dalam upaya 

mendorong KIP di Universitas Andalas sebagai lembaga publik pemerintah adalah 

dengan cara membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Pembentukan PPID Universitas Andalas Pertama Kalinya dibentuk pada Tahun 

2015 Melalui SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 456/XIII/A/UNAND-2015  

tentang PPID Pelaksanaan di Lingkungan Universitas Andalas 2015, dengan 

adanya SK PPID serta SOP keterbukaan informasi publik dan  adanya kesediaan 

anggaran sebagai faktor penentu kesuksesan dalam implementasi tidak serta-merta 

menjadikan implementasi kebijakan yang dilaksanakan berjalan dengan baik, 

karena adanya variabel lain yang tidak terpenuhi seperti penjelasan diawal yang 

kemudian menjadi penentu kebijakan tersebut tidak terlaksana secara optimal. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti peroleh dari penelitian ini, maka 

peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada PPID Unand, yaitu : 

1. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan yang 

berkaitan dengan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di 

Universitas Andalas. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti ketika 



 

 

melakukan penelitian, maka untuk penelitian selanjutnya dapat 

melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan keterbukaan 

informasi publik pada instansi, lembaga atau perguruan tinggi lainnya 

dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang berbeda.  

2. Penelitian tentang Implementasi KIP di Universitas Andalas 

menggunakan teori Edward III, dimana teori ini hanya mencoba untuk 

sebatas mengukur kesuksesan atau kegagalan kebijakan, tapi tidak 

mampu untuk mengukur lebih jauh seperti yang dikemukakan oleh van 

meter van horn dimana kinerja dari suatu kebijakan dapat terukur. Oleh 

sebab itu, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya 

menggunakan perspektif dari ahli kebijakan implementasi lain. Di 

dalam teori ini ada banyak kelemahan tehadap indikatornya. 

3. Dalam menunjang pelaksanaan dari keterbukaan informasi, perlu 

adanya optiomalisasi terhadap SDM yang berkompeten baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas untuk pelaksanaan layanan keterbukaan 

informasi publik agar tidak terjadi penumpukan beban kerja dan 

mengganggu tugas pokok dan fungsi bidang lain. 

4. Untuk menunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

diperlukan optimalisasi terhadap indikator pada komunikasi, dengan 

cara melakukan sosialisasi dengan metode, sasaran dan materi 

sosialisasi yang lebih mendalam dan komprehensif . Untuk itu 

diperlukan optimalisasi sosialisasi dengan metode, sasaran dan materi 

sosialisasi yang lebih mendalam dan komprehensif misalnya sosialisasi 



 

 

dengan menggunakan media baik melalui koran, brosur, papan 

reklame, tv dan radio, serta melalui Focus Group Discosion (FGD) 

yang membahas tidak hanya secara teoritis tetapi juga membahas lebih 

ke teknis oprasionalnya. Selain perlu melakukan sosialisasi yang 

efektif, juga perlu membentuk mekanisme monitoring dan evaluasi 

secara berkala dalam mengimplementasikan regulasi UU KIP dan 

turunannya. 

5. Dalam menunjang pelaksanaan dari KIP perlu adanya optimalisasi 

terhadap anggaran guna pemenuhan sarana dan prasarana baik fisik 

maupun non fisik dalam layanan informasi publik seperti misalnya 

penyediaan honorarium bagi pelaksana layanan informasi publik dan 

lainnya, hal tersebut diharapkan mampu memberikan implikasi 

terhadap indikator sikap pelaksana dan struktur birokrasi yang 

diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan tugas dan tanggung 

jawab masing- masing. 



 

 

 

 


